
Menimbang 

Mengingat 

SALINAN 

WALJ KOTA SIBOLGA 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALi KOTA SIBOLGA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menyatakan APBD 
setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Daerah; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan ke 
dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan 
Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara 
Pemerintah Kota Sibolga dengan DPRD Kota Sibolga; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Sibolga Tahun Anggaran 2021; 

I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Ort. Tahun I 956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang... 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1  
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor L09 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 2 10, Tambahan Lembaran Negara Republi.k Indonesia 
Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

I 5. Peraturan... 



Menetapkan 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12  Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor I 3 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa keli terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeti Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 
2 0 1 1  Nomor310); 

18. Peraturan Menteti Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 20 Tahun 2020 
ten tang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Betita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA 

dan 

WALI KOTA SIBOLGA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021, dengan rincian sebagai berikut : 
I. Pendapatan Daerah. . . . . . . . . . . . . Rp. 604,097,796, 142,00 
2. Belanja Daerah . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rp. 604,097,796,142,00 

Defisit/Surplus......... Rp. 0,00 

3. Pembiayaan Daerah 
a. Penerimaan . 
b. Pengeluaran . 

Pembiayaan Netto . 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan . 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Pasal 2 ... 



Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 angka 1 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 

89,181,856,201,00 
b. PendapatanTransfer sejumlah Rp. 502.311.189.943,00 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

sejumlah Rp. 12.604.749.998,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( I )  hurufa terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pajak Daerah sejumah Rp. 10,783,919,148,00 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6,442,741,410,00 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

sejumlah Rp. 7.649.887.301,00 
d. Lam-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

sejumlah Rp. 64.305.308.342,00 

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) 
huruf b terdiri dari jenis pendapatan : 
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

sejumlah Rp. 488.673.908.000,00 
b. Pendapatan Transfer antar Daerah sejumlah 

Rp. 13.637.281.943,00 

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagairnana 
dimaksud pada ayat ( 1)  huruf c terdiri dari jenis 
pendapatan : 

Lam-lain Pendapatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sejumJah 
Rp. 12.604.749.998,00 

Pasal 3 

( I) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 2 terdiri d ari :  
a. Belanja Operasi sejumlah Rp. 518.898.596.570,00 
b. Belanja Modal sejumlah Rp. 80.217.154.699,00 
c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.982.044.873,00 

(2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 283.421.110.265,00 
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 

228.611. 186.305,00 
c. Belanja Hibah sejurnlah Rp. 4.554.800.000,00 
d. Belanja Bantuan Sosial sejurnlah Rp. 

2.311.500.000,00 

(3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
b terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah 

Rp. 32.680.128.026,00 
b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung 

sejumlah Rp. 22.816.343.909,00 
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan lrigasi 

sejumlah Rp. 21.734.261.264,00 
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

sejumlah Rp. 2.986.421.500,00 

Pasal 4 ... 



Pasal 4 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

Lampiran I 

Lampiran I 

Lampiran III 

Lampiran IV 

Lampiran V 

Lampiran VI 

Lampiran VII 

Lam piran Vlll 

Lampiran IX 

Lampiran X 

Lampiran XI 

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 

Belanja, dan Pembiayaan; 

Ringkasan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian APBD menu rut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 

Kegiatan Beserta Keluaran; 

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

Rekapitulasi Belanja Unruk Pemenuhan 

SPM; 

Sinkronisasi Program pad a RPJ MD dengan 

Rancangan APBD; 

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan 

Rancangan APBD; 

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional 

dengan Program Prioritas Daerah; 

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan 

Per Jabatan; 

Daftar Piutang Daerah; 

Lampiran XII... 



Lampiran XII 

Lampiran XIIJ 

Lampiran XIV 

Lampiran XV 

Lampiran XVI 

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan 

lnvestasi Daerah Lainnya; 

Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset 

Lain Lain; 

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy 

years); 

Daftar Dana Cadangan; dan 

Daftar Pinjaman Daerah 

Pasal 5 

(1 )  Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 
melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Sibolga 
Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan 
cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, 
dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
meliputi : 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/atau kejadian luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan pu blik. 

(3) Pendanaan untuk belanja keperluan mendesak 
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 
tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja 
yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang 
undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda 
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 7 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Wali 
Kota. 

Pasal 8 ... 



Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga. 

pada tanggal 

memerintahkan 

penempatannya 

Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal 30 Desember 2020 

WALi KOTA SIBOLGA, 

dto. 

M. SYARFI HUTAURUK 

Diundangkan di Sibolga 
pada tanggal 30 Desember 2020 

SEKRETARJS DAERAH KOTA SIBOLGA 

dto. 

MHD. YUSUF BATUBARA 

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2020 NOMOR 37 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINS! 
SUMATERA UTARA : (10-180/2020) 

Salinan 

Pj. KEP 

• 

KHAIRUNNISA TONGA S.H. M.M. 

NIP. 19810 I 200903 2 007 


